
WALIKOTA KEDIRI

PERATI'RAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 13 TAHI]N z00rl

TENTANG

PENJABARAN PERHITT]NGAT{

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

TAHI'N ANGGARAN2OO6

WALIKOTA KEDIRI,

: bahwa sebagai pelalsanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Da€rah Nomor ...

Tahnn 2007 tsntmg Perhitrmgan Anggaran Pendapafan dan Belanja Daerah

Kota Kediri Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan

WalikotaKediri;

Undang-undang Nomor 16 Tatrun 1950 tentang Pembentukan Daerah -

da€rah Kota Besar dalam Linghmgan Prropinsi Jawa Timur, Jawa TengalL

Jawa Barat dan Dalam Dasah Istimeuna Yogyakarta ( Bedta Negara

Tahrm l95ONomor a5);

Undang-undang Nomor 12 Tahrm 1985 tentang Pajak Bumi dan Banguan

( I-€mbffin Negara Tahrm 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

12 Tahrm 1994 ( Lembaran Negara Tahrm 1994 Nomor 62, Tambahan

LembaranNegaraNomor 3569 ) ;

Undang-rmdang Nomor 18 Tahrm 1997 t€Nfang Pajak Da€rah dan

Retribnsi Dretah ( Lerr,brrran Negara Tabun 1997 Nomor 47, Tamhhan

L,embaran Negara Nomor 3685 ) Sebagaimaoa telah diubah dengan

Undang-rmdang Nomor 34 Tahun 2000, ( Irembaran Negara Tahun 2000

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor a0a8 ) ;

Undang-nndang Nomor 2l Tahm 1997 tsntng Bea Perolehan Hah Atas

Tanah dan Bangrrnan ( Le,mbaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,

Tmbaban I^mbaran Nqgara Nomor 3688 ) Sebagraimana telah diubah

dFgrr Undmg{dang Nomor 20 Tahtm 2000 ;
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5. Undmgundang Nomor 2t Tahrm 1999 t€ntang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dai Korrrysi, Kolusi, dan Nepoti$ne ( l,embaran

Negara Tahtm 1999 Nomor '15, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2M3 t€xilang Keuangan Negara

( kmbaran Negara Tahrm 2003 Nomor 47, Tambahan tembaran Negara

Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor I Talun 20O4 tentang Perbendaharaan Negara

( Irmbaran Negara Tahun 2(D4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor4355 );

8. Undang-undang Nomor 10 Tahrm 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Penrndang-undangan ( l"€mbaran Negara Tahrm 20M Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara llomor 4389);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentng Pem€,riksaan Pengelolaan

dan Tanggrrng Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahrm 20O4

Nomor 65, Tambahan Lembaran NegaraNomor rt400);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem pqBls6laan

Perrbangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Le,mbaran Negara Nomor a42l) ;

I l. Undang-rmdang Nomor 32 Tattun 2004 tentang Pemerintaban Daerah

( Lembaran Negara Tahm 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 437 );

12. Undang-undang Nomor 33 Tahm 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pe,merintah Pusat dan Pemerintaban Daerah ( Le,mbaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaranNegaraNomor t1438 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahrm 20M tentang Kedufukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomor 90, Tambahan Lsnbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah 37 Tahrm 2006 tentang Peruhhan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahrn 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perruakilan

Rakyat Da€rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

90, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4659);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Talun 2005 tentang Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik (I-embaran Negara Tahun 2005 Nomor 62 ,

Tambahan t embaran Negara Nomor 4513);



l-s. Permra Pemerimh Nm !{ Tahrn 2005 t€ntang Pinjamm Daerah

( l€f,baran Negra Tahm 20O5 Nomor 136, Tambalran lrmbaran Negara

Nomor a57a);

16. Perahran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

( I€mbaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambnhan Lembaran Negara

Nomor 4575);

17. Perafinan Pemerintah Nomor 58 Tahrur 2005 tentang Pe'ngelolaan

Keuangan Da€rah ( Lembarar Negara Tahtm 2005 Nomor 140, Tambahan

Irmbaran Negara Nomor a578 );

18. Perafiran Pemerintah Nomor 8 Tahm 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tatnrn 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 );

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tntang Pedoman

Pengunrsan, Pertanggungiawaban dan Pengawasan Keuangan Da€rah S€rta

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Pe,nyusrman Perhitungan Anggaran Pe,ndapatan dan Belanja Daerah ;

20. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor l0 Tahun 2005 tentang Anggaran

Pendaparan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2fi)6 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

22. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun 2007 tentang Perhitungan

Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKA]TI:

: RA}.ICA}.IGA}I PERATURAI{ WALIKOTA TENTA}IG PENJABARA}I

PERHITUNGA}.I A}IGGARAhI PENDAPATAN DA}.I BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belar$a Daerah Tahrm Anggaran 2006 terdiri atas:

Up*an

r' Saelah Perubahan

L Bcrtambah

460.731.n 6.966,00

20.080.783 .75t,32

Rp.

Rp.

Iumlah realisasi pendapatan Rp. 480.811.900.717,32
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Fcrdaban

rcalisasi Belanja

f C-l'h Perubahan Rp.

kmbah/Berkurang Rp.

Iptrh realisasi penerimaan

ldura
tr Sclah Perubahan Rp.

a ktmbah Rp.

.hlah realisasi pengeluaran

.Hr realisasi pembiayaan

hGIAN DALAM Dt,RTIA DAETAT;

423.036.627.ffi25

56.3t7.075.313,97

Rp.

Rp.

55.308.219.491,50

76.397.8s9.06529

t7.613.730.t3t,75

0,00

Rp. 366.719.5s2.29228

Rp. ll4-W2.348.425,M

Rp. 17.613.730.131,75

Ditstapkan di KEDIRI

padaftnggal, 7 -8 -2007

WALIKOTA KEDIRI,

Rp. 131.7M.078.556,79

( Rp. 114.092.348.425,M \

Pesd 2

Fqhitungan APBD dimaksud dalamPasal I dirinci lebih lanjut pada

krmran ini.

iran sebagaimana

Pesd 3

tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
dri Peraturan ini.

Pasal 4

ini mulai b€rlaku sejak t nggal ditetapkan.

ormg mengetahuinya, memerintabkm penguodangan Peraturan Walikota ini deirgan

dalam Berita Da€rah Kota Kediri.

IOTA TEDIB
7N7 ?AnA TGL.I
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